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Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam
Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar
ABSTRAK

Sri  Rahmi Kurniati, 105251109918, 2022, Tinjauan Efektivitas
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur
Mediasi Di Pengadilan Agema Makassar. Dibimbing oleh Saleha Majid dan
Hasanuddin. Penelitian ini menggunakan mefode kualitatif yaitu dengan bertujuan
untuk mengetahui Tinjauan Efckuivitas Penyclesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Dalam Peradilan Agama- \Melalui Jalur Mediasi' 1), Pengadilan. Agama
Makassar.Penelitian dila%sanakan di JI. Perintis Keinerdekaan KM, 14, Kelurahan
Daya, kecamatan Biruwgkanaya kota Makassar Sulav csi Selatan yang berlangsung
selama 1 bulan muiai dari Mei 2022 sampai juni 2022. 1 eknik pencumpulan data
dilakukan melalui wawancara dengan teknik bebas terpimpin dan Jdokumentasi.
Wawancara dilakukan kepada Thu Dra Kartini dan Abdul Rahman S 11 hakim dan
juga panitera . Dokumentasi bersumber dari buku maupun data yang berkaitan
dengan Praktik Tinjausn Efektivitas Penyelesaian Sengkete [konomi Syariah
Dalam Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi.

Hasil penelition menunjukkan bahwa Penyelesaian scngkeia ekonomi
svariah 'di Fﬂng&dllnn Agama Makassar dapat diselesaikan mclalui proses
Mediasi, hal ini sudah diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam diatur
dalam pasal 3 sampai pusal |4 peraturan mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003
PERMA Nomor [ tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pchgadilan, dan
PERMA Nomor | Tatiun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi
di Pengadilan dibagi dalam dua tshap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan
pelaksanaan mediasi. Tabapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak
menunjuk mediator sebagai pihak Letiga vang akan nembantu menyelesaikan
sengketa mereka, Schingga peranan medistor dala memediasi sengketa ekonomi
svariah yaitu dengan dua cara. Hanya sebagaifasilitator yang mengatur kelancaran
proses mediasi (facilitative approach). Bisa meémberikan saran dan pertimbangan
hukum (evaluative approach). Dalam memediasi sengketa ekonomi syariah di
Pengadilan Agama tidak ada vang selesai dalam proses mediasi. Implikasi
penelitian ini adalah Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator
di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara
utamanya dalam mediasi. Agar proses mediasi berjalan maksimaldan para pihak
merasa puas serta tidak ada pihak yang dirugikan. Diharapkan dapat berdamak
pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalammemediasi pihak yang
berperkara di Pengadilan Agama.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa Ekonomi, Pengadilan Agama Kelas 1A




Tinjauan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam
Peradilan Agama Melalui Jalur Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar
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approach). In mediating sharia economic disputes in the Reﬂgfam Courts,
nothing has been completed in the mediation process. The implication of this
research is that with the mediation process carried out by the mediator in the
Court, it is desired that there be an increase in the process of resolving cases.
especially in mediation. So that the mediation process runs optimally and the
parties are satisfied and no party is harmed. I is hoped that it will have an impact
on increasing the success of mediators in mediating litigants in the Religious
Courts.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan status mays

a 15 aal ini mulai menjalankan ibadah
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Seiring dengan berkembang pesatnya ekonomi syariah di Indonesia, maka
dalam sektor hukum juga mengalami perubahan, khususnya hal-hal yang
mengenai sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini pemerintah merespon cepat
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu pasal yang mengalami
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perubahan yaitu pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam/di bidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagaly dan ekenomi syariah”. Hal tersebut tersebut
menunjukkan bahwa adanya penambahankewenangan peradilan agama, yaitu
dengan keluarnya U No. 21 Tahun 2008 tentong Perbankan Syariah, yang
menycbutkan di dalam penjelasan pasal 55 oyat(2) bahwa penyelesaian sengketa
ckonomi syariah dapai dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum
dan Peradilan Agama. Schingga hal tersebut menyebabkan munculnya judicial
review terhadap pasal 55 ayat (2), dan akhimya keluarlah Kcputusan Mahkamah
Agung Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan kewenangan absolut
menyelesaikan sengketa ekonomi syarish berada pada Pengadilan Agama.'
Scbagaimana lazimnya dalam menangani sctiap perkara; hakim sclalu
dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk
mengetahui subtansinya  Lahimya UU No 3 Tahun 2006 juga membawa
konsekuensi tersendiri bagi pengadilan agama, selain harus memiliki hakim-
hakim khusus yang T&l dalam _menangani_sengketa ekonomi syariah, para
hakim juga dituntut lebih responsif ti::rharlﬂg gﬂrkﬂmhangan ekonomi berbasis
syariah dalam bingkai regulasi Indonesia. ® Salah satu bentuk penyclesaian
perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompentensi pengadilan agama

adalah melalui mediasi, sebagaimana vang diatur dalam Peraturan Mahkamah
Agung (Perma) Nomor | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.’

! Renny Supriyatni dan Andi Fariana. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Svariagh yang Efektif dikaitkan Dengan Kompetensi Di Peradilan Agama Dalam Rangka
Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jurisprudence, Vol. 7 No. |

* Ayu Chairun Nisa, Dachran S. Busthami, Ahyuni Yunus, (2020), Efektivitas Mediasi
Penvelesaian Sengketa Ekonomi Syarigh di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas
LA Makassar. Journal of Lex Generalis. Vol. 1, No. 3.

" HIR (Het Herzeine Indonesich Reglement) adalah tata acara peradilan perdata
Indonesia vang diperbarui; R.Bg (Rechisreglement Buitengewesten) adalah tata acara peradilan
perdata untuk maesyarakat dar daerah luar Jawa dan Madura; dan Ry (Reglement op de
Rechtsvordering) adalah tala acara peradilan perdata. Dalam Syabrizal Abbas, Mediasi dalam
Hukum Svariah, Hukum Adal dan Hukum Nasional (Jukarta: Kencana 2009), h, 286,
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Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor | Tahun 2002 tentang
pemberdayaan pengadilan tingkat pertama yang menerapkan lembaga damai
yaitu memadukan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam proses litigasi
dengan  ditunjuklah  hakim  sebagai mediator. Mahkamah  Agung
memperbaharuinya dengan mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan_sinmk > mengatur hal terscbut. Pada
perkembangannya, Perma ini dirasa belum juga optimal karena bersifat
formalitas saja, mediasi hanyasebuah kewajiban saja _dan tidak ada implikasi
hukumnya bagi pihak yang tidak mengikuti proses mediasi tersebut, serta terbatas
pada pengadilan tingkat‘pertama saja dengan tlggkal eherhasilannya hanya di
bawah 5% pada hasil cvaluasi (ahun 2007.° Schingga Mahkamah Agung
memperbaharui Pénma tersebut dengan mengeluarkany Perma No. b Tahun 2008
tentang Pelaksanaan Medidsi di Pengadilan. -

Sekitar beberapa tahun Perma No. | Tahon 2008 berjalan, namun dipandang

belum optimal inemenubi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih
berdayaguna dan mampu meningkatkan Keberhasilan mediasi di penvadilan. Dari
data yang didapatkan bahwa tingkat keberhasilannya justru menurun hingga di
bawah 4% pada evaluasi tahun 2014.° Olehnya itu, Mahkamah Agung
mengeluarkan kembali Perma pada tahun 2016, yaitu Perma No_-1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mcdiasi @i Pengadilan sebagai upaya uniuk meningkatkan
keberhasilan mediasi. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya mediasi pada
pengadilan, tak ‘terkecuali sengelicts ckonvmi syariah di pengadilan agama.
Perma No. | Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur
tentang hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, salah satunya vaitu
pelaksanaan mediasi sebagaimana yang diatur dalam tahapan pramediasi dan

tentang tahapan proses mediasi.

* Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Naskah
Akademis: Mediasi, (Jakarta: MA RI1, 2007), h. 6.

* https://www.kai.or.id/berita/4 1 7/info-penting-ma-terbitkan-prosedur-
mediasiterharuhtmi diakses tanggal 25 Juni 20240,




Pengadilan Agama Makassar (PA Makassar) sebagai salah satu pengadilan
agama yang berada di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mempunyai wewenang

memeriksa, mengadili dan memutus sengkéta ekonomi syariah. Sejak tahun 2016

s/d 2019 tercatat banyak kasus seng /\ ;

Jalur Mediasi”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang dinngkat
dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja bentuk-bentuk sengketa dalam hukum ekonomi syariah dalam

Pengadilan Agama Makassar 7

® Sistem Informasi Penelusuran Perkara™ Situs Resmi Pengadilan Agama Makassar.
hitp://sipp.pa- makassar.go.id/ (20 Oktober 2020).




2. Bagaimana Efcktivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui
mediasi di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

\ \\\\miml /
D. Manfaa
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Penyelesain ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan rujukan yang
pengting terkait penyelesain sengketa ckonomi syariah melalui mediasi di
Pengadilan Agama.
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TINJAUAN TEORITIS

A. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Sengketa Ekonomi S
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dengan conflict atau dispute. Oleh karena itu kata lain dari sengketa adalah
konflik, secara bahasa kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa
vang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan
antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan dimana apabila dua pihak
atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi

sebuah sengketa (wanprestasi) apabila pihak vang merasa dirugikan telah

" 9Yuzna Zaidah, penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah Di
Indonesia. h. 5. '




menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik sccara langsung kepada

pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain,

kelalaiannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan

dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.” Menurut Satrio (1999),
terdapat tiga bentuk-bentuk wanprestasi yaitu:

1} Tidak memenuhi prestasi sama sekali

_ * Fitrotin Jamilah, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, (Cet. 1: Yogyakarta:
Medpress Digital, 2014), h, 12-13
¥ Musyfikah Ilyas, TinjauanHukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian
Sengketa Fkonomi Syariah, Al Qadau: Jumal Hukum Peradilan dan Keluaraga Islam, Volume 5,
No 2 hup://scholar.google.co.id/ .29 Januari 2021




2) Memenuhi Prestasi tapi tidak tepat waktunya
3) Memenuhi Prestasi tapi tidak sesuai atau keliru

. Pasal 13653 ﬂ 1t
; e \\\ | 'h ,/I
Q c/ \\ A\ Vg

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda. Menurut J. Satrio
membedakan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Atau
dengan lain perkataan, kedua istilah tersebut tidak dapat saling menggunakan,
dimana wanprestasi tidak dapat digunakan untuk perbuatan melawan hukum dan

" Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan. (Cet. 1;
Jakaria; Visi Media, 2011), h. 1-5.




scbaliknya perbuatan melawan hukum tidak dapat digunakan untuk
wanprestasi.'’

3. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa
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cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara
dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah Rp 200.000.000,00
(dua ratusjuta rupiah) yang disclesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya
yang sederhana,

" Jimmy Joses Sembiring, Cara menyelesaikan Sengketa diluar Pengadilan, (Cet. 1;
Jakarta: Visi Media, 2011), h. 1-5,
** Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Fkonomi Syariah h. 35-37.
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¢. Penyelesaian sengketa ckonomi syariah dengan acara biasa
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara biasa ialah untuk

gugatan biasa berpedoman pada hukum dacara perdata yang berlaku keculiali

penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan ketiga netral
{mediator) guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak, '

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi melalui proses

perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun

penghubung. Dalam proscs mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator

" Amran Suardi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah h. 44.

"*Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia, (Cet. 1; Kepulauan Riau: CV Batam Publisher,
2018), h. 201.

L
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bagi yang berperkara.'’ Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan
untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-

perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak

merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari
seorang praktisi resolosi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang
disengketakan, mengembangkan opsi-opsi, membertimbangkan alternatif-

'* Musyfikah llyas, TinjausnHukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian
Sengketa Ekonomi Syariah, Al Qadau: Jumnal Hukum Peradilan dan Keluaraga Islam, Volume 3,
No 2 hitp://scholar.google.coid/ 29 Januari 2021

" Abdul Halim Talli, Mediasi dalam PERMA Nomor | Tahun 2008. Al Qadau: Jurnal
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2. No 1 htip://scholar.google.co,id/ .29 Januari
2021

""Abdi Wijaya. Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Shautuna; Jurnal
Ilmigh Perbandingan Mazhab, volume 1, no. 2 hitp://scholar.google.co.id/ .30 januari 2021




alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kescpakatan, Dalam hal ini sang
mediator tisdak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi

persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator)

proses mediasi  uantuk

a0

Tl 5Y¥

R f e
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* memberikan

banding dalam mediasi. Kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan yang
mereka inginkan.Belum tentu yang dirasa baik oleh mediator juga dirasa oleh

kedua belah pihak.” Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan

'* 4Nita Triana, Rekonstruksi Model Mediasi yang Diintegrasikan Pada Hukum Acara
Pengadilan Agama Dalam perspektif Para Pihak, (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h, 58-
59,

"Musyfikah Ilyas, TinjauanHukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian
Sengketa Fkonomi Syariah. Al Qadau: Jurnal Hukum Peradilan dan Keluaraga Islam, Volume 5,
No 2 http://scholar.google.co.id/ .29 Januari 2021

“"Abdi Wijaya. Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian, Shautuna: Jurnal limigh
Perbandingan Marhab. volume 1, no. 2 httpe//scholar.google.co.id/ 30 januari 2021
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manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri
persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan bahkan dalam

mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan.

2 o
: Y 5
i MLAEY AL SRRy
]

X

RZ\
Wy

musyawarah untuk mufakat, HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)
. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor
3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65
dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143

*' Rudi Hermawan, Buku Ajar Ekonomi Islam, (Cet. 1; Bangkalan:Duta Media
Publishing, 2017), h. 166 _

** Hadi Daeng Mapuna. Hukum dan Peradilan dalm masyarakat muslim periode awal, Al
Qaday: Jumal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Volume 2, No | http://scholar.google.co.id/
29 Januari 2021

% Departemen Agama R1, al-Qur'an dan Terjemah, h. 517.




"

ayat (1) dan (2), dan 144.29, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.!
Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan
Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg), dan Peraturan Mahkamah Agung

hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau scenario penyelesaian sengketa
yabf sekiranya bisa diterima para pihak.

d. Apabila perlu mediator memberikan beberapa scenario supaya para pihak
bisa memilih mana yang terbaik. Scenario tersebut tentunya semata-mata
berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam mediasi serta dalam koridor yang
saling.
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¢. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini mediator akan memberikan
pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi titik tolak

** Maskur Hidayat, Strategi & Taktik Mediasi, h. 111-112.
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METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian i

e gy A
veriatks

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti menganggap
permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang
diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengan metode yang lebih
alamiah vakni interview langsung dengan responden (narasumber) sehingga
didapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu peneliti bermaksud untuk memahami

16




17

situasi social secara mendalam, menemukan pola. hipotesis, dan teori sesuai
dengan data diperoleh di lapangan.”
B. Lokasi Penelitian

7y

A7 NN

Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kelurahan Daya, kecamatan Biringkanaya
kota Makassar Sulawesi Selatan.

E. Sumber Data
Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Hukum Primer

* Prof. Dr. Emzir, M.Pd., Metedologi Penelitian Kualitarif Analisis Dara (Cet 111
Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), h.18.

-
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Yaitu datz yang diambil dari sumbemya atau data dari lapangan. melalui
wawancara dengan responden yang dapat memberikan informasi yang
dibutuhkan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti,

dari buku, Jurnal, Artikel, dan

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seperti, wawancara (interview),
dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui Tinjauan efektifitas
penyelesaian sengketa ckonomi syariah dalam Peradilan Agama. Didalam
pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu seperti perekam suara,
dokumentasi (kamera), alat tulis sebagai pendukung dalam mengumpulkan data.”’

* Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, M.Si. “Metodologi Penelitian Sosial & Fkonomi”,
h.129. '
*" Rahmat, Pupu Sacful, “Penelitian Kualitatif ™. Equilibrium, 5 no. 9. (2009), h, 34,
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G. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data adalah

wawancara dan dokumentasi yaitu :

1. Wawancara atau Interview

Dokumen yang diperoleh adalah Dokumen dalam bentuk gambar maupun video
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.”®
H. Tchnik Pengelolah Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis

catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman

* Muh. Khalifah Mustami, Mtodologi Penelitian Pendidikan, ( Yogyakakarta: Aynat
Publishing, 2015), h. 143,




penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan schagai temuan. Analisi data
dilakukan dalam upaya mencari makna. Proses analisis data dilakukan melalui
tiga hal berikut :

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian

tertentu dari gambaran kescluruhan. Pada tahap ini pneliti berupaya
mengklafikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang
diawali dengan pengkodean pada setipa subpokk permasalahan.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan yaitu tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu penarikan

kesimpulan atau vrifikasi, langkah ini yaitu mencari arti, mencatat keterauran,




pola-pola penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Sedangkan verifikasi adalah
penerikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan,
suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapang

o ** Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Serasin,1996),
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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termasuk Cakkara atau Pembagian :
dengan perkara nikah. Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi
Qadhi, yakni Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak
mengangkat sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran
pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu
dipimpin oleh Hamente.
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Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada tahun
1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada waktu itu

belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan
peraturan pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu,
sejak zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu
itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja
untuk mengankat scorang pengadil disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah




masuknya Syariah isilam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. i
Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang

menyangkut perkara Syariah agama Islam,Wewenang Qadhi ketika itu termasuk
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ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih disatukan dengan
wilayah Makassar. Scbelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian
berkembang menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, maka dahulu yang
mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi yang pada saat itu
berkantor di rumah tinggalnya sendiri. Pada masa itu ada dua kerajaan yang

* Pengadilan Agama, Profile dan sefarah  Pengadilan Agama  Makassar,
l;tl:l.'ﬂﬂl";m ;lﬁm.gu,iﬂmmmﬂ&mdwmjmhapmm (20
anuart.
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berkuasa di Makassar yaitu kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo dan dahulu Qadhi
diberi gelar Daengta Syeh kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia.

! Pengadilan Agama, keadaan gedung dan wilayah Pengadilan Makassar,
hittps://pa- makassar.go.id/tentang-pengadian/keadaan-gedung-pengadilan/wilavah-
pengadilan (21 Januari 2022)




» Scbelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;

» Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;

» Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;

» Secbelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar dahulu

I. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan;
m. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 9 Kelurahan:

. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terdiri dari 6 Kelurahan;




0. Kecamatan Wajo terdiri dari 8 Kelurahan;™

1.5 Keadaan Gedung

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai tahun 1999 Pengadilan
Agama Klas 1A Makassar telah mengalami perpindahan gedung kantor
sebanyak enam kali. Pada tahun 1976 telah memperoleh gedung permanen
scluas 15¢ m2_untuk Rencana Pembangunan Lima 1zbun, akan tetapi sejalan
dengan perkembangan. jaman  dimana ‘pefingkafan juinlah  perkara yang
meningkat dan menierlukan jumlah personil dan SDM yang memadai maka turat
andil mempenganshi keadaan kantor yang butuh perluason serta perbaikan
sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai, maka pada tahun 1999
Pengadilan Agama Makassar merelokasi lagi gedung baru dan pindah tempat ke
Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.l14 Daya

Makassar dengan luas lahan ([anah) 2.297 M2dan Luas Bangdoan [.887.5 M2.

* Dokumen PA Makassar tentang , “WilavahnYurisdiksi Pengadilan Agama
Makassar terdiri dari 15 Kecamatan, dan 159 Kelurahan.
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L.6 . Keadaan Pegawai dari Masa ke masa

Awal mula terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar
dengan wilayah Yurisdiksi Makassar, Gowa, Takalar dan Maros jumlah pegawai

i
Td
2 \\\\ g
/7 ’ "l !\‘“\\ QJ
Cy
~\ " o® e
No o Q -
| 34;(4 AnDEN
=
3 K.H. Haruna Rasyid Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4, K.H. Chalid Husain Tahun 1976 s/d Tahun 1986

3. | Drs. H. Jusmi Hakim, S.H Tahun 1986 s/d Tahun 1996

6. Drs. H. Abd. Razak Ahmad, | Tahun 1996 s/d Tahun 1998
S.H.,M.H

7. | Drs. H. M. Djufri Ahmad, | Tahun 1998 s/d Tahun 2004
SH.,MH

8. | Drs. H. M. Tahir R, S.H. Tahun 2004 s/d Tahun 2003




Tahun 2005 s/d Tahun 2008

10. | Drs. Khaeril R, M.H.

Tahun 2008 s/d Tahun 2010
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Tabel 3.2 Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan

Agama Makassar
No. | Nama Jabatan
1. Drs. H. Muhadin, S
2. Drs. Muh.
M.H.
3. Drs N 4
4. \d
E N
9.
29
10.
L)
il 0
4

12.
13, | Drs.
14. | Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim
15. | Drs. H. Ahmad P., M.H.

Hakim
16. | Mukrim, S.H.

Hakim
17. | Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

Hakin
18. | Drs. Muhammad Yunus

Hakim
19. | Dra. Kartini Hakim
20. | Drs, Hasbi. S.H.
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Dra. Hj. Fatmah Abujahja

22.

Dra. Hj. Jusmah

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera pengganti

39. | Hj. Nur Aisyah, S.H.
— Panitera pengganti

40. | Drs. Haeruddin

Panitera pengganti
41 | Salahuddin Saleh, S.H.

Panitera pengganti
42. | Dedy Wahyudi, SH.

Panitera pengganti

3
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43.

Hj. Nurjaya, S.Ag

Dra. Hj. Sukmawati

Yf/ "':.,,, “‘\‘\‘9‘;;&:\
/""Jl »w s U IR
//ll‘l“\\‘k\
Y . m =
z\ ”L‘o ) W™
55.
U
,AI(A Ani T\ b\,“
56. AN VW
51.
Jurusita/Jurusita Pengganti
58. | Rima Arisanty Jurusita/Jurusita Pengganti
59. | Apollo Jurusita/Jurusita Pengganti
60. | Satriawan Pratama Jurusita/Jurusita Pengganti
61. | Andi Khalidah, S.E Pustakawan
62. | Aditiya Rahmat Setiawan, S.Sos | Analis Kepegawaian.

Jumlah sumber daya manusia yang ada tersebut, dibantu oleh Tenaga

honorer / pramubakti yang berjumlah 12 (dua belas) orang tenaga Terdiri dari :
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I. Ahmad Rifai (bertugas sebagai Satuan Pengamanan);
2. Ahmad Fauzi, $.Kom., S.H. (bertugas sebagai Pramubakti);
3. Andi Hasan Mizwar, S.H. (bertugas sebagai Tenaga Pramubakti);
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b. Misi Pengadilan Ag s Makassar :
. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses
peradilan.

2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan,
3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan,
4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.”

* Pengadilan Agama, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Makassar. hitps://pa-
makassar.go.id/tentang-pengadian/visi-pengadilan/misi-pengadilan (22 Januari 2022)
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1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar

nKASQ . |
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3 Tahun 2006 ter L) or 7 Tahun 1989

b. Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Makassar
Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama
mempunyai fungsi. antara lain sebagai berikut:*

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49
Undang-Undang Nomeor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
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petunjuk  kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
Jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan,

(5

4
o
vide:
5

‘f\'

keuangan, dan umumfpedcngkap&n} (vide: KMA Nomeor KMA/0S0/
VII1/2006).

Fungsi Lainnya:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan
instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain

(vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya

serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam
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keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/144/SK/VII1/2007
tentang Keterbukaan Informasi di Pengadi

B. Hasil dan Pembahasan

Permohonan Pemyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syari’ah, di
samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai
perkara kepailitan). Ekonomi syariah, adalah perbuatan/kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syariah, adapun prinsip-prinsip syariah adalah :
a. Tidak Riba Secara ctimologi, kata riba bermakna tambahan, kelcbihan
(Munawwir, 1984). Dalam Lisanul *Arab dijelaskan kata sl , 15, b
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mengandung arti yang sama, yaitu 33 bertambah dan tumbuh
(berkembang) (Ibn Manzur, n.d.). Abdullah Saeed sebagaimana yang
dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan

ataupun kualitas, Tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam Islam

merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang
ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan
pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya.
Inilah kezaliman (zulm) yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas
dilarang.




E

Tidak Maysir (spekulasi) dalam bahasa Arab maysir identik dengan
kata qimar (Muhammad Ayub, 2009). Maysir mengacu pada

konsumsi.

perolehan tah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Undang-

. Tidak melakukan perbuatan gharar Arti dalam bahasa Arab gharar
adalah al-khathr; pertaruhan, majhul alagibah; tidak jelas hasilnya,
ataupun dapat juga diartikan sebagai almukhatharah pertaruhan dan
al-jahalah; ketidakjelasan. Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan,

atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.
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d. Tidak melakukan Tadlis Secara bahasa tadlis artinya al-khida’ wa al-

ibham wa at-tamwiyah (penipuan, kecurangan, penyamaran,
penutupan) Para ahli fikih mengartikan tadlis di dalam jual-beli adalah

\\\A\"h///

|/ \\-%\” u/ //’
A Np o el

masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya
kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf
kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering discbut dengan falah. Arti

kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yakni dalam dimensi dunia
dan dimensi akhirat, Dilihat dari dimensi dunia falah bisa diartikan
schagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk
kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan
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dari kekuatan dan scbuah keehormatan. Sedangkan jika dilihat dari
segi akhirat falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia
seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta
kemuliaan yang abdi sels

/
/’ "c|v N\

ckonomi Syariah melalui Pengadilan Agama Makassar sudah dilandasi
oleh  PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan. Dengan  adanya aturan yang mengikat tidak menjamin
dengan keberhasilan pelaksanaan mediasi saat ini terutama di Pengadilan
Agama Makassar. Perkembangan ekonomi syariah semakin maju dan
berkembang dari masa ke masa scjak tahun 1994 dengan ditandai

munculnya lembaga keuangan syariah, berbanding lurus dengan semakin
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kompleks pula  permasalahannya. Pada prinsipnya setiap proses mediasi
itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak

penggugat ataupun tergugat. Peran mediator menangkap keinginan

& nei

Gambaran proses mediasi penunjukan mediator melalui penetapan
dari majelis hakim atau seseorang yang mempunyai sertifikat mediator,
kemudian para pihak menemui hakim mediator dengan dibantu olch
petugas sidang, jadi permisalan si A dan si B bermasalah dalam kasus
ekonomi syariah maka sebelum melanjutkan sidang, majelis hakim wajib
untuk melakukan proses mediasi dan menunjuk hakim mediator, kemudian

mereka di pertemukan dalam satu ruang bersama dengan hakim mediator
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dan hakim mediator wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 40 hari, dan
ketika waktu kurang parah pihak bisa menambah waktu ketika mereka
sepakat dengan jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Ketika hakim

.....
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dengan melalui upaya perdamaian di luar sidang dengan menghadirkan
pihakpihak yang bersengketa untuk diajak berdiskusi agar menyelesaikan
sengketa secara damai dengan dibantu oleh mediator”. Dra Kartini juga
mengatakan: "Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui
perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh
mediator”.Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu
menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam
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memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan
kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak
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Jika terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di
muka Pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap
perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara,

* Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas | A. Wawancara,
Makassar, 16 Mci 2022,
DmKarum(ﬁﬂTahm}. Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara,
Makassar, 16 Mei 2022,

* Abdul Rshman SH (57 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A,
Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022.




kecuali tentang hal-hal baru di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku
banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak

Agama Makassar Kelas 1A masih belum efektif , ini disebabkan beberapa

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti
proses mediasi Dra Kartini, Hakim Pengadlan Agama Makassar Kelas 1 A
mengatakan: ** Ketidak hadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah
menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat
dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan
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vang telah dijadwalkan. Tidak sedikit tergugat yang tidak hadir di
persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya
dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang
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3. Tidak ditemukan titik temu
Dra Kartini, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
mengatakan: “Pada saat proses mediasi dilakukan, kedua pihak
bersamasama tidak ingin menyelesaikan sengketanya secara damai, maka

* Dra Kartini (60 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara.
Makassar, 16 Mei 2022,

* Abdul Rahman SH (57 Tahun), Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A,
Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022,




tidak ditemukanlah titik temu dari perkara sengketa tersebut”. Berhasil
tidaknya mediasi juga sangat ditentukan dari peran yang ditampilkan oleh

mediator. Mediator berperan aktif\ dalam menjembatani sejumlah
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dengan beberap: 7;4“'41‘? ator da ilkan bahwa
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para pihak yang bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama
Makassar Kelas 1A sudah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan
mediasi. Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor | Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

_ HDﬁK@'ﬁui{ﬁﬂTnthHlﬁmpﬂWﬂNM'MnkmmK&hslﬁ.Wawm
Makassar, 16 Mei 2022,

“ Abdul Rahman SH (57 Tahun), panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A,
Wawancara, Makassar, 16 Mei 2022,
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Dalam proses mediasi, Peran hakim sebagai mediator tidak
memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang
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sidang pengadilan dan keputusan ada pada pihak-pihak vang
bersengketa jika melalui jalur mediasi.

* Fatahillah A. Syukur, Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam
Memajukan Sistem Peradilan.h. 43-44
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C. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah

> Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka

-~ tentukan oleh undar
R\
SN

L T

0

~ -
R

Syariah

1) Kewenangan Absolut merupakan kekuasan yang berhubungan
dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan
pengadilan dilingkungan peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan

* Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Fkonomi Syariah Teori dan Prakiik, (Cet, 2:
Jakana :Kencana. 2017), h. 8-10.
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menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat terterntu
yaitu orang-orang yang beragama Islam.

2) Kewenangan Relatif yaith kekuasaan dan wewenang yang

bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat
(Actor sequitur rei)."

> Proses Mediasi di Pengadilan Agama Proses mediasi penyelesaian
sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan

** Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama, (Cet. 1; Indonesia: Pustaka Pelgjar,
2004), h, 91,
_ * Abdullah Tri Wahyudi. Pengadilan Agama di Indonesa, (Cet. 1; Indonesia:
Pustaka Pelajar, 2004), h. 87.
~** Sulekin Lubis, Hukum Acara Pengadilan Agama di Indonesia (Indonesia:kencana,
2008), h. 102.
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pihak yang bersengketa untuk membantu mereka m

perjanjian yang memuaskan. Seti
Setiap perkara
perdata
yang masuk di

“ .
* Abdul Kadir Muhammad. Hukum Bandung
- : : + Al i
umni,




A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian secs

1. Dengan adanya mediasi diharapkan adanya peningkatan pemahaman atau
strategi yang dilakukan oleh pihak mediator kepada pihak yang bersengketa
agar permasalahan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa melalui jalur
hukum.

2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap
keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan

Agama.
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN WANWANCARA

f

\\\\\\“[h[//é

terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun
pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
No. 02 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. |

tahun 2008 Tentang Prosesur Mediasi di Pengadilan.
3. Bagaimana cara peyelesaian sengketa yang terjadi pada suatu akad

dalam ekonomi syariah ?

* Sengketa ckonomi syariah dapat di selesaikan dengan jalur
hukum (pengadilan) atau jalur non hukum (arbitrase).
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Perkara ekonomi syariah yang mempunyai kewenangan

bukan lagi peradilan umum melainkan Pengadilan Agama.
4. Berapa lama proses yang dibu
proses mediasi?

kan dalam meyelesaikan suatu

banyaknya fakto-faktor yang mempengaruhi sehingga
sampai saat ini kasus sengketa masih tidak dapat
diseclesaikan dalam proses mediasi saja, semuanya pasti
memasuki tahap proses pengadilan.
7. Sudah berapa banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk
kepengadilan agama ?
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* Kasus sengketa yang masuk kepengadilan agama kelas 1A
makassar sudah mencapai 17 kasus dari tahun 2006 sampai

7N -
- \\',ﬁ Q
R T

syariah. Namun Undang-Undang Perbankan Syariah juga
memberikan kewenangan lain melalui perjanjian, bahwa
sengketa perbankan syariah dapat ditangani dengan
musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah
nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,

2. Apa peran dan tujuan pengadilan Agama dalam peyelesaian

sengketa?




Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

* Memberikan  pelayanan  penyelesaian  permohonan
pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa
antara orang-orang yang beragama Islam vang dilakukan
berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal
107 ayat (2)Undang-Undang  Nomor 3 Tahun
2000 tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
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* Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk
pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya

\\\ t“h ///
\\\ A\yu, ,,/ .

5. Apabila tempat kediaman tergugat tidak ditemukan, apakah
gugatan masih bisa dilanjutkan?
* Apabila tempat kediaman tergugat tidak ditemukan atau
salah maka hakim akan memberikan kesempatan dengan
6. Apabila terjadi sengketa hukum ekonomi syariah lembaga manakah
yang paling tepat untuk meyelesaikannya ?




o Jika terlibat dalam hukum ekonomi syariah maka harus
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